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The Commission for the Disappeared and Victims of Viclence
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#;.ara ‘Wiri KontraS selama
[~ ‘mendorong penegakan hak asasi manusia bisa
~““dibilang seru juga. Banyak hal kita temukan, baik
gperistiwa pelanggaran HAM maupun momentum
lainnya membekas dalam ingatan yang mana tiap
ahunnya KontraS selalu mengingatkan pemerintah
"Muntuk tidak melakukan kesalahan yang sama berulan

ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. kita liat “
ja ibu - ibu berpayung hitam yang berdiri sudah lebih

B masa lalu, Belum Iagl kasus - kasus pada era

Bayang - bayang itu masih kita alami amge ni
ernyata perlu waktu yang panjang banget buat
gilangin budaya kekerasan. Waktu bergerak, hal
erubah, tapi kita menemukan masalah yang itu - itu po
a. Kita mendata dari tahun 2014 - 2018, setidaknya
=5 terjadi peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah,
-"__';Lj E—jberkeyakinan, dan beragama sebanyak 488 peristiwa, &
. #+| = spelanggaran kebebasan berserikat, berkumpul, dan ‘
fl enyampaikan pendapat 926 kasus, 870 orang g
j enjadi korban penyiksaan oleh aparat negara, dan
j erangkaian kasus lainnya. Oleh karena itu, KontraS
| gmengambil peran edukatif yang diharapkan dapat
enjadi pegangan bagi masyarakat untuk menjadika
ak asasi manusia sebagai landasan hidup dan cara

.'tklrdalam mellhat sutuasu ang terjadi di Indones:a '
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. & Dengan edisi pertama Zine ini, kita bakal .-lr':geh
=~ isu hak asasi manusia yang berangkat dengan B
*peristiwa - peristiwa sipil, politik, ekonomi, sosial, dan ; s T
budaya. kita percaya bahwa yang terpampang di
'media mainstream (televisi, koran) ternyata hanyalah
‘ lsmoke Screen dari persoalan - persoalan yang terjadi.
EMelalui Zine, KontraS merangkum peristiwa dan

L

-

‘fenomena hak asasi manusia yang terjadi beberapa
‘bulan belakangan dan dibahas dengan bahasa yang
Etidak kaku, sekaligus upaya kita untuk sedekat

| Imungkin dengan pembaca pemula dan k

alangan ﬂ@ ‘
mBaiklah. Menjelang kontestasi pemilu, pu%n d
Jtontonan yang sama sekali tak mendidik, genderuwo £
o g “sampai sontoloyo, berebut alim, dan lain - lain. nafnun-
ita tak juga resah dengan siapa sebetulnya pemain

' ;belakang dari kedua capres. Ada jenderal, alda
S 26 pengusaha, sampe pejabat publik yang andil dalam

3 lembar yang tersedia di zine ini. Akhir kata, kurang

‘lebihnya mohon maaf. Selamatkm;e_lmbaca_.‘. |
. B : T I i !
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1296, Tim tim 1599

dan-fachrukrazi
Muchdi PR Wiayjen THI {pumm) Penculikan Aklivis 5788 Pualilisi Parai Gerkarya, Relawan Malaharn | bins dwiew medeks comipoliikienbatpenculikan. |
Parmitrunuhisn b uir Indonesia Dk parwing-kopassus-ni-gabung-gerindamychdi- |7
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. -pasara A calon tersebut bersemayam para pu ,' ,aMrawan
Jendgral yang bisa jadi ‘memberikan komando pada calon -

y‘ang maju Kehemdaa.n para pumawwawe.n ini termat

L lurirah Tna in sejatinya hal ini gak wajar. Bansan n'nmﬁr
+. dibal calon prasiden siti emang udahlama-ada. Bara‘ngkal

.-.r«dari_semeru&k adanya petilu. Pilpres 2014 pun: begitu’

' sampal dikasih nama tersendiri untuk memenangkan salah'

satu ca?on‘ preslden,, Nah rap.- Ragak b:sa ‘ﬁegr:tu i

2 pésangari Prahowo Subnante dan Sa'ndaéga | 'ho i
terc apat 14 purnawwawan TNI. tidak sedikit dari se]umlah

i "Kita melihat bahwa‘adanya: purna\mrawan Jenderal blsa .

" melakukan kerja-kerja penguatan jaringan prajurit, purnav-hrawan ini [.lmr:El terllbat k*asus pelanggaran HAM.
. memiobllisasi prajurit, dan memproduksi isu serta ‘masa lalu. Di sinilah bahanya Masuknya Wiranto ke kabmet. i
.. kontra-intelijen. Aturan yang begini ini nif kudu kita tehmk ; |
 sebeniernye ade ape sih? kita kagak pungkiri deh kalo . blsa jadi berawal dan pumawwawan yang berada drba |k

| purnawirawan jadi timses juga karena permintaan salah satu’ salah satu Calon
calon presiden, /ah kalo keberadaan mereka barpotansn
melemahkan supremasi sipil, mosok kite d:em afe? Emang
sebetufnya nga.c}am mereka'? Rl g e

i

Se;atlnya nih ya namanya juga t|mses karjaannya ya |

i.dagang. Dagang program, dagang keyakinan, dan dagang -

dﬁﬁﬁ?}ﬂ isu lainnya buat narik suara pemilih-supaya. ngebeh

dac 'ganpya.fTapl yang namanya dagang kan ya semua-
:bagu i ’bagus'n duren tanpa duri, semarigka tanpa 1 (SR e R A ¢ S R R

sampe'kjedondong hagak asem juga ditawarkan kepara .t etul Pk e R

pembé i Kalo udahdlkelempokm jadi satu kelompok sendiri T e b O R

. yang: ;mana:“pedagang’-nya adalah purnawirawan, berarti. - 0 e

“kan segmen pembennya kagak jauh - jauh darilatar * i et S

“belakang pedagang. Purnawirawan kan selama'di barak i j

punya gerbong - gerbong yang mana kald satu maju, maju-

semua. Solidaritasnya kuat sampai pengsiun: Kayak yang

udah kita jelasin di. atas deh-tuh, bisa jadi kan purnawirawan

ini ngelakuin hal - hal yang dilakukannya pas masa dinas

dulu, koordinasi sama prajurit - prajuritnya, ngumpulin masa, .

dan lain - lain. Ya kita sih berdoa aja supaya nggak kejadian.
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g beradann para pemhlsfk dr beJakang- ]
_cann presiden secara tidak langsung nienuruul{kan bahwa
. tidak ada keseriusan dari calon presiden. untuk menuntaskan'.
~ kasus. pelanggaran HAM masa lalu. Hal. initah yang **
-dllakukan oleh Presiden Joko W’idodo -yang mehempatkan

masing

Kokaned TNI {pum Anggota DPP Gerndra h
{pum} & I v mardoka. comdpolitikte tibat- |
penculikan-bekas-penwira-kopassus.ini- |
gabung-gerndratauka-noor-fand-akmil- |
1942 hirnl 4
hittpwen tribunnesws comipemilis.
: Tono Suratman Mayjon T {purn) Pendukung Frabowo EC 4'2&‘4'05 {20i] rau - N -
: ‘Waketum Partai Berkarya
Yayat Sudrajat LLetjon THI {purn} = . et al-sudrajal-merapal-ke-pre
Timar Timur 1900 (Dukung Prabowo) herkarya-buksn.sikap-partai i
hittpoinweriton. oo i@ index php2015102 |-
S Dvirektur Penggalangan Timses | Tiprofil manden pum-glenny- kaimnpan- o
Glen Kai )
; Glen Keirupen kil Prabowo teniara pltintsien-dan-sanabst-
bersahaial
- Chairewan Kadarsyah . 4 Politisi Gedindra [Koalisi | penculikan-bekas- gﬂ\mrn -kopASSUS- Ni-
- Muraylwan S A g i S Prabowa) gabung-genindraichairawan-kadarsyah-
n |C.y|n'\.-sv1 -aAlmi man hirnd
.Eyufm Syamsuddin Paristina DOM Aceh. iy 1 20205 i
Letian THI {purn Peristwa Timer Timar,
Kensuhan hei 1898, TS5
Pencutkan & Panghdargan Paksa
’ i i
Letien TNI (purn] NW;?::;[-:"::T”:NI:: Wakil Kstua Dewan Penasihat

- Wiranto di kabinetnya dan menaruhnya di kementerian yang
" memiliki mandat untuk mendorong penyelesaian kasus. -
pelanggaran HAM berat masa lalu, Kemenkopolhukam
Semenjak ditempatkanya Wiranto pada posisi tersebut, -
J KontraS sih yakin kalo presiden ngomong penyelesaian -
N pelanggaran HAM masa lalu tidak lain tldak bukan adalah

lips service semata.

Dalam Nawacita sih ditulisin kalo pemenntahan Joka "'.

10k

Widado berkomitmen untuk menyelesaikan secara - S R
berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dl

masa lalu yang sampai dengan saat ini masm menjadl

beban sosial politik bagi bangsa Indonesm sepertr

Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi‘1 dan? Penghuangan

Paksa, Talangsari-Lampung, Tanjung F'rlok ‘Tragedi 1965.

Ya tapi mana mungkin juga di satu sisi terduga: pelaku pada

kasus - kasus tersebut justru yang jadl pembisik - pembisik
semenjak statusnya masih calon presiden.

; '._memen

http://bit1y/2CBYTaY

f

Dr kubu yang Iam Prabowo Subianto pernah mengakm
bahwa ia sempat menculik--meskipun dia bilang d|bal'kln
Iagl--pada saat peristiwa Mer 98. Atas I-casus tersebut

mﬂm rhentikan Prabowe Subianto. Namun, kini kita tahu
- bahwa 8BY (Partai Demokrat) tengah berkoalisi. untuk
kan Prabowo Subianta sebagai pras1den
anggota DKP juga A *
Pada tahun politik ini, keterlibatan purnawiran TN di dalam
_tim'dua kandidat calon Presiden baik secara formal‘ maupun
‘informal perlu diwaspadai. Untuk memastikan para
purnawiran TNI fidak menggunakan senioritas-nya dan . -,
kultur esprit de corps untuk mengarahkan suara dan
dukungan TNI untuk kandidat calon Presiden yang tengah
berkontestasi. Dalam hal ini institusi TNI juga harus
menunjukan sikap dan tindakan yang netral dan independen
di tahun politik ini. Institusi TNI harus mampu profesional |
dan independen agar kerja-kerja TNI tidak mengarah atau
diarahkan pada upaya mendukung elektabilitas petahana
(pemerintah) maupun kandidat calon presiden yang
menantangnya. Dalam hal ini profesionalisme dan, .
independensi TNI akan sangat diuji.

Purnawirawan yang berada di belakang calon2 pre5|den ity
kini mungkin sedang menyusun agenda - agenda yang
tinggal menunggu waktu pengumuman saja. Keberadaan

' mereka tak bisa menyuarakan persoalan hukum dan so&ai

: kemasyarakatan yang menjangkiti masyarakat kita. Sistem
politik hari ini menyuguhkan kita hal - hal yang salah menjadi
lumrah. Dinamika politik yang begitu cair demi meraih kursi
kekuasaan menunjukkan bahwa politik hari ini sama sekali
tidak menunjukkan urat malunya dihadapan publik. Elit - elit .
politik berkoalisi, memperdagangkan kemiskinan,
menyerukan harapan, sampai publik taklid bahwa masih ada
utang yang harus ditunaikan.
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Ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden udah nyaris
nyampe klimaks nih gengs. Ngeliat sisa masa kampanye
yang tinggal sebulan lagi, mesin politik masing-masing kubu
keliatannya mulai kalang kabut masang ‘gigi lima’ buat gaet
suara nih. Kalau si kubu Jokowi-Ma'ruf, salah satu strategi
yang keliatannya dipake tuh macem deklarasi-deklarasi oleh
kepala daerah pendukungnya secara publik, tentunya ;
dengan impian bahwa di pemilih - pemilih kepala daerah
entar jadi ikutan ngedukung doi di Pilpres 2019. Akhir-akhir
ini, Jokowi-Ma’ruf juga keliatannya gencer ngegaet Pemuda
Pancasila -- organisasi kemasyarakatan yang seragamnya
loreng oranye itu loh bro -- buat deklarasi dukungan macem
yang tadi juga.

lya sih, emang banyak banget peraturan yang ada kayak UU
Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan KPU
tentang Kampanye yang ngasih ruang buat kepala daerah |
untuk turut serta di kegiatan kampanye. Cuman ya, tetep
harus ada batesnya dong, bates-bates yang mau secara
hukum atau pun etika harus dibikin pedoman juga ga sih?
Kepala daerah sebagai penyeienggara Pemda, jelas
tanggung jawabnya ya untuk ngasih pel_a}!anan ke semua ;
masyarakat daerahnya, bukan Capres pilihan ataupun partan'
pengusung mereka.

Nah, kalo udah gitu, segala bentuk kebijakan kek apa aja dan
arah pembangunan harus diutamakan hanya demi
kepentingan umum masyarakat daerah sono. Salah satu hal
yang dikhawatirkan juncto ditakutkan dari keberpihakan
kepala daerah adalah doi bisa aja make wewenangnya
sebagai pejabat negara buat bikin kebijakan dan
pembangunan (dibiayain uang pajak nih guys) demi
nguntungin salah satu Paslon dalam Pilpres. Selain itu,
keberpihakan kepala daerah ke salah satu calon dalam
Pilpres, walaupun atasnamain dirinya sendokir, juga bisa y
ngaruh parah ke perihal trust nya masyarakat sama
Pemda-nya mereka. Jadi trust issues deh kalo katanya
abang Drake hihi.

e




Dalam pemantauan-nya Kontra$S, tercatat bahwa paling
enggak ada 61 Kepala dan Wakil-nya yang ngedeklarasiin
dukungan buat paslon Jokowi - Ma’ruf di Pilpres 2019.
Tercatat juga ada 4 acara deklarasi yang masing-masing
. dilakukan oleh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat
,” pada tanggal 3 Oktober 2018, Riau pada tanggal 10 Oktober
2018, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 November 2018, dan
X ] Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2019. “Masih saya

pantau” lah kalau katanya Kak Seto dalam banyak karya seni
kontemporer yang sering kita sebut meme. :

pribadi”, ternyata cukup rapih alias terorganisir dan ada ;
banyak banget yang sama. Ketiganya berbentuk de_klaram
dengan nandatanganin surat pernyataan sama ngajak kepa.la
daerah seprovinsi yang mulai dari Bupati, Walikota, sampai
Gubernur. Pernyataan kepala daerah yang terlibat pas
ditanyain sama Bawaslu pun enggak punya remplat.'e yar_\’?
terdiri atas “saya berhak kampanye”, “atas nama_prlbadl ;
sampai “Kami mendukung bukan Jokowi sebaga.l capres
melainkan sebagai Presiden Rl saat ini” . Yang dinyatakan
H-beberapa bulan sebelum pemungutan suara dan dftlam
kondisi masyarakat yang kepecah-pecah akibat Pemilu.
Pernyataan-pernyataan kek gini pun langsung di support
sama pernyataan Mendagri bahwa kepala daerah
boleh-boleh aja nimbrung kampanye.

9 Keempat deklarasi ini pun, untuk yang katanya “atas nama

Keempat deklarasi juga dilakukan gak ngelepasin
embel-embel jabatan negara kayak Gubernur, Bupati, dan
Walikota, walau pas lakuin gapake embel-embel, jabatan itu
pun secara etika masih pelanggaran uga, si. Dalam setiap
deklarasi, para pejabat negara ini nandatanganin surat
keterangan bahwa mereka nyupport Paslon Jokowi-Ma’ruf
dalam Pilpres 2019.

Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, tindakan kek gini
ngelanggar etika selaku pejabat negara yang harusnya
mengedepankan dan mengutamakan kepentingan
daerahnya dibandingkan mendongkrak elektabilitas Paslon
Capres. !

Pokoknya, buat temen-temen yang males baca dan
buru-buru loncat ke paragraf terakhir ni tulisan, kami
nyimpulin bahwa para pejabat daerah lebih produktif
waktunya digunakan untuk menggunakan aspirasi
masyarakatnya ketimbang menye — menye ikut kampanye
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pa itu #dwifungsiTNI?

Keemen pada zaman Orde Baru ada doktrinasi dari pemerintahan Soeharto
yang disebut Dwifungsi ABRI. Dalam dwifungsi itu, ABRI diwajibkan
menjaga pertahanan keamanan Negara dan diperkenankan memegang
kekuasaan untuk mengatur Negara dalam pemerintahan. Di sinilah
munculnya banyak kekisruhan dan kekerasan. Kenapa? Pada masa itu,
banyak kursi pemerintahan yang diduduki oleh TNI seperti walikota,
bupati, gubernur, menteri, petinggi partai bahkan duta besar. Hal ini
memungkinkan ABRI untuk mengambil keputusan-keputusan penting
dalam pengambilan kebijakan Negara. Pun kecenderungan mereka
bertindak represif dan otoriter sangat besar mengingat posisi untuk
mempertahankan kekuasaan yang besar. Jadi praktik-praktik
penyalahgunaaan kekuasaan seperti pola-pola kekerasan dan korupsi
' sangat tinggi.

tahun 1997 — 1998

Peristiwa ini terjadi tidak terlepas d

akni menjelang Pemilihan Umum 1 L |
,r;'.'asa itu Jacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Setidaknya 23

aktivis pro demokrasi dan masyarakat yang dianggap a.lltan bergerak

melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan !

penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus, {{(?passus) dlfebu

menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi Tim‘Mawarfé

Sebanyak 9 orang dikembalikan, 1 orang mer?mgga.r dunia da". 3 orang
- masih hilang ("Laporan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan

Peristiwa Penghilangan Paksa", 2006).

Penculikan dan penghilangan secara paksa

ari konteks politik peristiwa 27 Juli,
997 dan Sidang Umum MPR 1998. Pada

Penculikan-das penrbeomoiraraktivis BLIrih-
JiarSiah tabur 1663 e

_
Marsinah yang adalah aktivis buruh di PT Catur Surya Porong, Sidoarjo ‘-'/
Jawa Timur diculik dan ditemukan jasadnya 3 hari setelah menghilang

dengan kondisi tubuh penuh luka pada tanggal 8 Mei 1933. 4

ber.langsungn Va operasi
;ewas, 163 orang hilang, 368 orang meng
an 102 perempuan mengalami pemerkosaan,

. Peristiwa DOM di Papua 1963 — 2003
Pemberlakuan ini dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi
Papua Merdeka (OPM). Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai
peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan
kemudian dinyatakan hilang, Peristiwa Kebar 1965 dengan 23 orang
terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965 dengan 64 orang dieksekusi mati,
peristiwa Sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa,
Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh. Sementara Peristiwa Jayawijaya
dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970-1985
terjadi pembantaian di 17 desa. ("Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim
Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto", Komnas HAM, 2003).

3.

v

g

fungsi?

Apa itu militerisme? Ada hubungannyakah
dengan #dwifungsiTNI 2 =

Kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, militerisme adalah
paham yang berdasar pada kekuatan militer sebagai pendukung utama
kekuasaan, pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer. Apakah ada
hubungannya dengan dwifungsi ABRI pada masa itu? Tentu saja. Dengan
adanya banyak kursi di pemerintahan untuk anggota TNI maka bisa
dipastikan Indonesia menuju militeristik.

"Hukuman mati" terhadap residivis, bromocorah, gali, preman fahpa
melalui pengadilan ini dikenal sebagai "penembakan misterius" yang :
terjadi sepanjang 1981-1985. Dugaan bahwa ini merupakan kebijakan Orde
Baru dinilai Kontras terlihat jelas dalam pidate rutin kenegaraan Soeharto
selaku presiden kala itu pada A gustus 1981. Soeharto mengungkapkan
bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia
mhemj;f:akukan korbannya. Operasi tersebut juga bagian dari 5
shocktherapy, sebagaimana diakui So i f i
i Tindak!.;'n s eharto dalam otobiografinya, Pikiran,

Apa dampak dari adanya»

#dwifungsiABRI?
pDwifungsiABRI (pascaORBA):
[ 4 —

&~

&

Peristiwa Kerusuhan 13—=15 Mei 1998

Peristiwa 13-15 Mei 1998 merupakan rangkaian dari kekerasan yang
terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa.
Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan
mahasiswa dan masyarakat, direspons dengan sebuah "pembiaran”
kekerasan dan kerusuhan pada 13-15 Mei 1998. Dalam peristiwa ini terjadi
pembunvhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan,
penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis
tertentu.

.

Peristiwa Trisakti Semanggi 1998

Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998._ aat itu aktivis dan
mahasiswa pro demokrasi mendorong rerurmaslr total dan turunnya
Soeharto dari jabatannya karena krisis ekono:_m dan maraknya quupsr
kolusi dan nepotisme (KKN). Tindakan represif penguasa melalui ABRI
menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan Juka-luka. Empat orang
mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.
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Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru
bertindak sebagal Panglima Kemando Operasi Pemulihan K eamanan dan
Ketertiban yang disingkat Pangkoops Pemulihan Kamtib. M_e{a.'m
keputusan Presiden Nomor 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Kemando
Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Sebagal
Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang
menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penah.a:nan massal dan
pembuangan ke pulau Buru. ("Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM
Soeharto", Komnas HAM 2003).

dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36
terluka berat, 19 luka ringan. (“Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian
Pelanggaran HAM Soeharto”, Komnas HAM, 2003).

Peristiwa-Penggusuramwarga desa Kedung
abo uRrEK pembangunan waduk tahun 1991

Di Kedung Ombo, petani yang membangkang untuk menyerahkan
tanahnya, dicap sebagal PKI dengan cara diberi kode ET di KTP mereka,
padahal mereka adalah petani yang sejak lama bersih dari identitas seperti
itu. Luas Tanah : 5.898 hektar, penghuni 30 ribu jiwa yang ada di 37 desa, 7
kecamatan di Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan Jawa Tengah.
Biaya pebangunan waduk sebesar Rp 560 miliar, diresmikan oleh Presiden

Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991

Peristiwa Talangsari 1984 — 1987

Kebijakan represif yang dinilai Kontras diambil Sae_hano terhaglaga Al
kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem juga mengaxi e
meletusnya peristiwa Talangsari 1984-1987. Ak!ba:nya, man_'lgi:&:tla “an

i 1, 77 oran mengalami pengusir:
eraklatppetba e 953 orang terampas kemerdekaanya,

j ksa

pemindahan penduduk secara paksa, sty
mengalami penyiksaan, dan 229 orang mengalar

;i:gr::ilyaan?{"l_aparan Ringkasan Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran

HAM Berat Talangsari 1989", Komnas HAM, 2008).

Lebih | fi
th jauh, Kontra$ juga telah melakukan pemantauan dan dokumentasi
2 r

mendapa i
faend n?a tf :g:::s yang beragam, mulai dari di bawah satu tahun sampai di
St ke:::f:fi Rendahnya vonis yang diberikan dapat i
poetis sl isdies oran;pak berupa efek jera baik yang diterima oleh para
s oo gg o NI lainnya yang mungkin akan melakukan tindak
P menjadfkap :r. alam salah saty kasus yang kamij dampingi, haki
oleh kesatuan ferdgk::nligjfdr;a:;ls::}‘;:a;: g e rsd dibe}ikan'm
o 4 : rban sebagai
?ang g;:; :;::.:!a, ;ehmgga seolah-olah memberi kesangbafs::: Z:ga;t;;a;:’r
! ;:qk ke_kerasan k_epada warga sipil dapat “membayar” :
e i keringanan pidana. Memperbaiki sistem perad:jf;
et ma; ;.r-ia_-wnya alat uji akuntabilitas yang justru kerap 5
s iatlomm gkirnya anggota TNI yang terlibat dalam sejumiah
maupun pelanggaran HAM, sambil membuka rua{';g azrar

pelaku tindak pidana ya i
et p yang dilakukan anggota TNI dapat diadili di peradilan

Dengan segala bentuk ki
isah dwifungsi ABR, i
iy ! be g I dan sekelumit jej
= !::‘s:;-nhprajum rerh:adap masyarakat, usulan menge::gaﬁkan;!ﬂak
intahan sama saja memundurkan peradaban b




Kita gak bisa maksain milih kalo emang kita rasa gak ada calon yang pas
untuk dipilih. Misalnya calon presiden yang tersedia, nggak sesuai dengan
representasi diri karena keduanya gaya rambutnya belah samping atau
alasan ideologis yang membuat kita enggan untuk memilih, atau bahkan
memilih dua-duanya. Gapapa. Itu sah - sah saja. Golput emang hadir
karena sejumlah alasan di atas juga kok. Kehadiran golput sejak pemilu di
jaman orde baru juga sudah mendapat nyinyiran. Oleh Ali Moertopo
disebutnya “kentut,” sedangkan baru - baru ini kelompok golput disebut
“bodoh, benalu, atau psycho-freak.” ;

Di tengah hiruk pikuk supporter kedua calon, mau in real life ataupun di
sosmed, ada nih munculnya kelompok lain yang cenderung gak ngedukung
satupun paslon atau mitra koalisinya. Alasan mereka salah satunya adalah,
karena gaada satupun dari paslon dan koalisinya yang bersih dari isu
korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, kasus hak asasi manusia,
maupun aktor intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Pilihan untuk enggak memilih pun juga termasuk dari hak dalam
demokrasi, sama aja dengan pilihan untuk memilih; dan semuanya punya
kebebasan buat milih & jalanin. Kehadiran kelompok yang gak mihak kedua
pasangan politisi itu harusnya diliat sebagai bentuk protes dong. Atau
kalau enggak, ya dilihat sebagai bentuk penghukuman terhadap
mekanisme buat nentuin capres-cawapres, karena penentuan ini dibuat
oleh parpol yang relatif masih paling banyak diisi sama pertimbangan
politik praktis dan alhasil nelantarin nilai-nilai penting kayak integritas
individu. Lagian, terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin enggak terjadi
secara tiba tiba aja, tapi justru udah direncanain dan dibentuk sedemikian
rupa. Misalnya,

1. Syarat dibuatnya partai yang dipaksain nasional, jadinya cuman
partai-partai modal gede doang yang bisa ikut pemilu dan sistem politik
kita nutup adanya partai lokal. Kecuali di Aceh ya, karena mereka punya
Otonomi Khusus.

2. Dalam sistem partai modal besar itu, masih ada yang namanya sistem
presidential threshold. Sistem ini tuh maksudnya adalah bahwa yang bisa
dicalonkan sebagai presiden itu cuman yang didukung 20 persen dari
jumlah kursi di DPR alias 25 persen suara nasional. Jadi walaupun ada
parpol yang udah lolos verifikasi nasional dengan syarat yang berat dan
ongkos mahal, dan udah punya kursi di DPR, tetep aja gak bisa seenaknya
mencalonkan siapapun jadi Presiden Republik Indonesia. Syarat yang
susah bener buat ngajuin capres kek gini pun alhasil maksa sesama partai
modal gede untuk bergabung jadi kekuatan modal yang jauh lebih gede lagi
biar bisa nyalonin orang jadi presiden.

3. Bau-bau oligarki para elit ini makin gak bisa diganggu gugat dengan ga
adanya peluang buat ngajuin calon presiden yang independen. Padahal,
masih dengan sistem NKRI yang sama, gubernur, bupati, atau walikota pun
bisa bisa aja tuh nyalon jalur independen. Bikin heran kan.

4. Udah oligarkis banget, tertutup banget, sistem gini pun juga bikin para
paslon yang sekarang sama-sama terjebak dalam politik identitas.
Kerjaannya make atau mampang simbol-simbol agama tertentu, cuman
karena rakyat yang ngeliat pada seneng dan jadinya ngasih support deh.
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Lalu apa bener kalau gak milih gini, alias golput (golongan putih) itu
ngelanggar hukum? Jawabannya adalah salah! karena sama sekali gak ada
satu pun aturan hukum di negara ini yang dilanggar oleh pilihan tersebut.
Nah jelas dong ya sekarang bahwa sikap golput itu hak politik warga
negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum samsek!
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PERMOHONAN MAAF

UNTUK POCONG

Teruntuk dearest pocong.

Di mana pun kamu berada. AL
¢ K Kit Pocong, kita tahu kamu pasti paham. Keributan soal

ama- ita ingin minta maaf sama kamu. Kita : ) ?

e, e 5 ; sumpah pocong antara Kivlan Zen dan-Wiranto adalah hal

ingin minta maaf, mewakili dua pensiunan militer yakni -

. ang nonsense. Sebab, bila keduanya serius ingin
Wiranto dan Kivlan Zen yang pada Februari 2019 lalu yeie :

mengklarifikasi dan membuktikan bahwa dirinya tak terlibat
peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1998, ada
- Mereka berseteru dengan cara yang tidak seru, karena beberapa langkah yang bisa dilakukan:

dilakukan:bukan di medan perang, melainkan di media.

sempat berseteru.

Maafkan Wiranto dan Kivlan Zen, ya, pocong. Mereka Pertama, Wiranto dan Kivlan Zen dapat menemui Jaksa
telah mengganggu kehidupan perpocongan yang damai.  Agung untuk memberikan keterangan serta kesaksian.
ol Kedua, Wiranto dan Kivian Zen dapat memberikan
Pocong, maaf, ya. Beberapa pekan lalu, Wiranto mengajak keterangan kepada Komnas HAM yang nantinya
: Kivian Zen untuk melakukan sumpah atas nama kamu, keterangan tersebut akan dikirimkan kepada Jaksa Agung.

yaitu sumpah pocong. Katanya, mereka ingin melepaskan
diri dari tuduhan yang selama ini melekat kepadanya yakni
tuduhan sebagai bagian dari kerusuhan yang terjadi tahun
1998 (kerusuhan Mei 1998).

Memang, harus diakui, sih, cong. Sumpah pocong masih
hidup dalam keseharian rakyat Indonesia, jadi, mungkin
Wiranto dan Kivlan Zen terinspirasi untuk ikutan
menyelesaikan persoalan yang melilit mereka dengan

menggunakan sumpah berembel-embel namamu.

Padahal, cong. Seperti yang kita tahu, sumpah pocong ya
éumpah pocong. Sumpah pocong bukan termasuk sumpah
pemutus karena tidak diatur dalam pelbagai aturan hukum.
Ya, Iéan‘_ cong? 5

Pocong, maaf lagi, ya.

Kita éadar bahwa kericuhan antara Wiranto dan Kivlan Zen
soal sumpah pocong tidak based on consent kamu.

Lagian, peristiwa 1998 yang mereka ributkan itu jelas
bukan peristiwa yang terjadi di dunia perpocongan
melainkan sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi
- di alam nyata. Bukan di alam gaib. Pelakunya adalah
manusia, cong. Bukan kamu, atau teman-teman
sejawatmu seperti mumi, kunti, atau genderuwo. Kita tahu

itu, cong.

Kita pun ragu, cong. Di antara Wiranto dan Kivian Zen,

siapa sebenarnya yang lebih dekat denganmu? Karena
-kita.kan tahu, kalau mereka adalah mantan perwira TNI
yang semestinya menempuh ranah hukum ketika punya

persoalan. Bukan malah SKSD (Sok Kenal Sok Dekat)
sama kamu.

Nah nantinya, cong, Jaksa Agung juga dapat memanggil
kedua tokoh tersebut untuk memberikan keterangan;
supaya keadilan bagi korban dan hak atas kebenaran bagi
publik bisa jadi kenyataan. Ini adalah peluang bagi Jaksa
Agung untuk segera melakukan penyidikan dan mengusut -
tuntas peristiwa yang terjadi pada Mei 1998.

By the way | cong. Aduh, maaf jadi paﬁ}ang. Tapi,
menurutmu di sini juga dibutuhkan peran Presiden Rl
nggak sih untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden
(Keppres) pembentukan pengadilan HAM ‘ad hoc untuk
menyelesaikan peristiwa pelanggatan HAM berat ini lewat
jalur yang berkeadilan?

Sekaliiii lagi kita minta maaf, wahai pocong. Kelakuan
Wiranto dan Kivlan Zen yang sama-sama mantan tentara
itu tentu tidak berperikepocongan. Mereka kan bukan
dukun atau pemandi mayit yang mungkin ada di close
circle kamu, cong. Eh tapi, mereka seenaknya aja minjem
nama kamu buat main sumpah-sumpahan untuk persoalan
yang juga enggak ada hubungannya sama pocong. Huft.

Maaf ya, cong. Kedua sosok di atas semestinya tahu
bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara ;
pocong. Jadi seharusnya, mereka jangan sembarang
membawa-bawa pocong dalam persoa!a_n yang justru
kamu pun tak paham.

Sudah dulu ya, pocong. Tetap tenang di sana.




“Sekarang ini ba
beliau sembaranga
akhirnya biasa-biasa a
berubah..... Ya itu semac
doang....... Pedes-pedes
Bu Inur, Keluarga Korban F
1984

sambel

anjung Priok

“Menurut pendapat ibu gak usah sumpah pocong,
akui aja kalau berdua terlibat kasus tragedi mei 98!
ribet pake sumpah pocong segala!”

Bu Sanu, Keluarga Korban Peristiwa Mei 98

"....Sumpah pocong yang digd

.elok jika bersama-

‘datang ke Kejaksaa
keterangan seputar tragedi
Sumarsih, Keluarga Korban Se

“Bagi saya Lucu ya Seor

UU melontarkan ucapa 1t

melakukan sumpah pod@ngd engan Kivian zen
maupun Prabowo, yang jelas jelas tidak di kenal
dalam hukum di Indonesia maupun hukun di dunia
Internasional....”

Edi Arsadad, Keluarga Korban Talangsari
1989/PK2TL
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"PLAYLIST “MANDEK” IS ON REPEAT

-

T R
Apakah kisah cintamu mandek karena friendzone atau belum Mandeknya penyelesaian kasus di atas dilandasi sama satu
kunjung mendapat ridho orangtua? Jangan syedih, karena faktor aje, kemauan politik. Soalnye, permasalahan ini

karena selalu terhambat dengan Kejaksaan Agung yang

n cuma kamu yang mengalami kemandekan, namun !
buka yang 9 terus-terus balikin tuh berkas-berkas penyelidikan Komnas

sejumlah kasus berikut ini juga masih mengalamiJ > HAM. Udeh kayak main pingpong aje, yekan. Padahal nih ya,
kemandekan sepanjangan 4 tahun pemerintahan Joko kalo misal Pak Jaksa Agung mau membuka pintu penyidikan,
| Widodo.-JK.ini “ak[" —Wmmmnmwmﬂ_
. Kejaksaan Agung nangkis lagi berkas penyelidikan Komnas

1 ) Perlstlwa 1 965 1 966 2) HAM untuk kesekian kalinya pada tanggal 27 November

2018.

Pel"l Stlwa Pen em ba ka n M l Steri US Gimana sih perjalanan proses hukum untuk kasus-kasus
Pelanggaran HAM Berat di atas, yuk simak di bawah, biar

1 982 1 985 3) Per|stlwa Ta I‘I l U I'Ig paham duduk perkaranye (kali aja bisa jadi bahan bikin utas

{ * Priok (1984); 4) Peristiwa e

£5 Ta Iangsa rl Lam pu ng (1 98 9) 5) Kasus Peristiwa Pembantaian 1965/1966

| Peristiwa Mei 1998; 6) PenculiKan mom et ienmiarn peisiva 56196

.3_‘ - kasus ini selalu terbentur den isu anti komunisme se
f::r ?;;;angh | Iangan Pa ksa Akt“"S adanya penolakan dari kalangg:nmas:;akat y:ng su“’.ﬂZhrtil
?:2_ z < = = terlanjur ‘terdoktrin’ dengan gagasan-gaga anti

v 998 7) Perlstlwa DOM komunisme rezim orde baru. Komnas?-I:Mﬁ:I'ah ;embenluk

* ‘Aceh dan Pasca DOM 1989 — :im Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat terkait

- 1998; 8) Peristiwa Trisakti, Bl con ek, pobts 1B e
5 Semanggl | dan Il 1998-1999; Q)  emansieen (i scairetpimanip Meos vomrer vomer
- Peristiwa Wasior-Wamena. e A A S e s

dengan alasan bukti formil dan materiil belum cukup
memenubhi.




Peristiwa Penembakan M?sterius (Petrus) 1982 - 1985
Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) juga tidak kalah
pelique ni~

Tim Ad Hoc Penyelidikan Komnas HAM yang bekerja sejak 1
Juli 2008 hingga 31 Agustus 2011 mengalami beberapa
hambatan terutama gegara militer dan juga karena adanya

intimidasi terhadap Korban yang akan' memberikan- =

keterangan.

Peristiwa Tanjung Priok 1984

Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Tanjung Priok sudah

dibentuk pada tahun 2003 silam. Namun begitu, vonis yang

dijatuhkan pengadilan masih |auh sekall darl harapan para

 korban dan keluarga korban. Mekamsme reparasi juga
menjadi hal lain yang sampai saat ini masih belum bisa

dinikmati oleh korban dan keluarga korban.

eristiwa_lala TlI-Tﬂle 9 ——
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Peristiwa DOM Aceh dan Pasca DOM Aceh

Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada masa Daerah
Operasi Militer (DOM) tahun 1989 — 1998 juga masih
menyisakan banyak kekecewaan. Tim Pemantau dan
Penyelidikan Komnas HAM yang dibentuk pada tahun 2013
untuk melakukan penyelidikan terhadap 5 (lima) kasus utama
yakni Rumah Geudong, Simpang KKA, Bumi Flora, Bener 2
Meriah dan Jambu Keupok, baru berhasil menyelesaikan 3 .
(tiga) penyelidikan karena keterbatasan sumber daya. Dari

ketiga berkas tersebut, 2 (dua) kasus yakni Simpang KKA

dan Jambu Keupok sudah diberikan kepada Kejaksaan >
Agung namun berkas tersebut dikembalikan karena alasan
kurangnya bukti formil dan materiil. R

a Los

Peristiwa Trisakti, Semanggi | dan Il (TSS) 1998
Beralih ke kasus Trisakti, Semanggi I dan lI (TSS) yang-hasil

_penyelidikannya telah dirampungkan dan diserahkan.oieh. .

Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung pada 29 April 2002.
Telah terjadi 4 (empat kali) bolak balik berkas antara Komnas
HAM dan Kejaksaan Agung. Dan yang terakhir adalah’
rekomendasi Pansus DPR pada tahun 2001 yang ~ *
menyatakan tidak ada unsur pelanggaran HAM berat dalam
kasus TSS

Huah, playlist-nya panjang ya. Tapl panjangnya narasi di
atas, diakibatkan karena proses penyelesalannya sendiri
emang berliku dan panjang, bahkan lebih panjang dari yang
o mau dijembrengin.

e
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Beﬂkutnya ‘kasus Talangsan yang terjadi tahun 1989. Telah
dieaﬂdnki»_oleh Komnas HAM melalui pembentukan Tim Ad
~ Hoc yang pekarja seiak 1 Mel 2007 sarn,paltlengan 31 Juli
2008 dan berka @nyeuqmamva telah diserahkan kepada
" : g 3 Oktober 2008. Just like the same

= Sl M B L B e L L iy

- Angin segar ada pada tahun 2014, tepatnya di masa 1
~ kampanye pemilihan presiden, Joko WIdodomengEIuarkan E -
dolmman polltik yang salah satu isinya adalah komitmen

~ penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dalam | pom 4

{ampat] dafambaglan 9 {Sembllan) aqenda prlorltas, serta -
padﬁpi’;m " (sebalas:}-l'lurl.lf{ﬂ) “Kami barkumllmnn
ke ¢ ilan terhadap kasus



Harusnya ya, dengan medium penyelesaian kasus yang

'-if"l- sudah ada, negara mendorong penuntasan kasus lewat jalur
yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dong. Tapi
nyatanya? Muncul konsepsi Dewan Kerukunan Nasional
(DKN) untuk menyelesaikan kasus lewat prosedur
non-hukum yang tidak transparan dan akuntabel. Terus yang
terakhir, ada Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM
Berat. Mau tau dua-duanya siapa yang bikin? Ssst, yang
bikin Pak Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) /oh. lya, Pak
Wiranto yang kerap kali wara-wiri dalam media sebagai
terduga pelanggar HAM untuk kasus Timor-Timur,
Kerusuhan Mei 1998, Penculikan/Penghilangan Paksa Aktivis
Pro Demokrasi serta kasus Trisakti, Semanggi | dan Il (TSS)

1998.

Tim Terpadu ini, di tanggal 20 Februari 2019 kemarin baru
bikin langkah senyap-senyap untuk menyelesaikan kasus
Talangsari loh. Namanya Deklarasi Damai Dugaan
Pelanggaran HAM Berat Talangsari. Namanya Deklarasi
Damai, tapi apa damai itu untuk korban atau untuk
kedamaian terduga pelaku supaya gak dikejar-kejar sama
aparat penegak hukum? Hmmm, sepertinya sih yang kedua
ya. Kenapa gitu? Soalnya korban dan keluarga korban nggak
diikutin dalam deklarasi damai ini. Parah kan? Parah dong.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat harus melihat korban :
- sebagai pihak yang dipulihkan hak-haknya terlebih dahulu. - - . e

Itu kenapa, Deklarasi Damai ini cacat secara moral karena
. = dipakai untuk medium “cuci tangan” para terduga pelaku

. _maupun cacat dalam aspek legal atawa hukumnya karena , X
tidak transparan, akuntabel dan tidak ada landasan e o
hukumnya. -

e . TRy &l -

H'al itu, yang akhlrnya membuat ko;ban darl keiuarga korban &
perlsﬁwa Talangsarl merasa jengah dan melakukan - '
serangkalan advokasi untuk mendesak nlh deklén:asu danial-
Cinidibatalkan. o
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Hukuman Mati

Jumlah Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Isu Periode
Tahun 2015 - 2018

BEPembunuhan E Narkotika

Data: Kontra$, 2018

Pada periode 2015 — 2018 KontraS mencatat terdapat 1 52 kasus pidana yang divonis mati oleh

lembaga peradilan di Indonesia, diantaranya terdapat 51 kasus pembunuhan dan 1 01 kasus narkotika.
Pemerintahan Jokowi — JK sangat gencar dalam penerapan hukuman mati terutama dalam kasus narkotika.
Di sisi lain, tingginya angka penerapan vonis mati tersebut dipengaruhi dengan sikap politik yang diberikan
oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, berdasarkan penelitian KontraS, angka pemberian vonis-
mati meningkat pada tahun 2016, di mana pada tahun tersebut pemerintah menabuh genderang perang
terhadap narkoba, namun permasalahannya adalah pemberantasan narkotika tersebut hanya sampai di
tihgkat pengguna dan pengedar saja, tidak menyentuh ke akar permasalahan yang sesungguhnya yaitu .
mencapai bandar besarnya. ' s :




Penyiksaan

Praktik Penyiksaan 2014-2018

122
B8
64
= " 45
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2014th 2015th 2016th 2017th 2018th

H Polisi ®TNI o Sipir

Selama 4 tahun, kurang lebih 870 orang menjadi korban penyiksaan dengan rincian 752 orang

luka-luka dan 1 1 8 tewas. KontraS menemukan celah terkait praktik penyiksaan yang terus berulang dari
tahun ke tahun. Kelemahan dalam penghapusan dan pencegahan penyiksaan yang memberi jalan pada -
impunitas atas penyiksaan sebagai “opportunity crime.”
]

Sejumlah aspek yang mendukung pada impunitas adalah lemahnya norma antipenyiksaan
dalam hukum dan peraturan perundang — undangan, serta sistem kelembagaan. Praktik penyiksaan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak hanya berdampak pada tidak sahnya alat bukti
pengakuan tersangka, melainkan kualitas dari proses hukum itu sendiri yang menjadi buruk..

Hak atas Kebebasan
Berkumpul dan Berekspresi

~ Kebebasan berekspresi dan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi
situasi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia adalah terkait dengan kualitas kebebasan berkuinpul. ,
Isu ini merupakan isu fundamental yang rentan mendapatkan tantangan untuk ditegakkan. Dalam arti
pemerintah harus memiliki trik khusus untuk menjamin berjalannya kualitas demokrasi dengan perli_ndungan'
hak-hak fundamental yang memberikan corak atas karakter demokrasi itu sendiri, salah satunya melalui
perlindungan kebebasan berkumpul. : 15

Sepanjang lima tahun belakang ini (2014 hingga 2018), pOIiSi maSih meniadi
institusi yang dominan terlibat juga ditemukan masih terlibat dalam -

persoalan ini. TNI seharusnya menjaga jarak dalam permasalahan sipil sesuai dengah nafas reformasi




" insitusi TNI. Di luar itu, data Kontra$S sejalan dengan yang dikemukakan BPS bahwa ketika indeks demokrasi
meningkat, justru variabel di dalamnya, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul menuruni. Restriksi
atas kebebasan berkumpul, berfikir dan berpendapat menunjukan keprihatinan, alat negara masih digunakan -
untuk tindakan — tindakan tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam temuan berikut;

Jumiah Peristiwa Pembatasan Kebebasan Berelkspresi Berdasarkan Pelaku

Data: KontraS, 2018

Pada titik terjauh, atas nama stabilitas keamanan, hak atas kebebasan berkumpul dari
masyarakat sipil akan menjadi sah dan legal untuk dilanggar ataupun dikorbankan. Dalam arti lain, jika
stabilitas keamanan harus diletakkan secara antagonistik dengan hak asasi manusia, aparat harus
tetap mengutamakan kepentingan penjagaan stabilitas keamanan tersebut. Dengan logika ini, negara
yang gagal untuk menanggulangi situasi dan membuat persiapan atas perbedaan yang terjadi di tengah
masyarakat seringkali hadir dan terlibat dalam usaha intervensi berupa pembatalan atau pembubaran :
- kegiatan.

Hak Bebas Beragama, Berkeyakinan,
dan Beribadah

Pelanggaran Kebebasan Beribadah dan Berkeyakinan 2014-
2018

dnibdl

2014th 2015th 2016th 2017th 2018th

E Sipil EOrmas [EPemerintah Polisi

1 ' https:/news.okezone.com/read/2018/08/15/337/1937125/bps-indeks-demokrasi-indonesia- rnemng-
kat- tap|-vartabeI-kebebasan-berpendapat-menurun diakses pada tanggal 16 Oktober 2018




" Berdasarkan catatan KontraS sejak tahun 2014 - 2018, peristiwa pelanggaran Kebebasan Beribadah dan -
Berkeyakinan terjadi sejumlah 488 peristiwa. Jumlah korban pélanggaran kebebasan ber_it::adah :
dan berkeyakinan mencapai 896 orang (408 korban i"leldu 488 l;(ofban dalam bentuk.
kelompOk) Pelaku pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan, terdiri dari Slpll
ormas, dan polisi.

Okupasi dan Kriminalisasi

OKUPASI LAHAN

71

i ¥

2015 2016 2017
Data: KontraS, 2018

Berdasarkan temuan KontraS, selama kurang lebih 4 tahun sejak 2014 hingga 2018, telah terjadi

253 kaSI.IS Okl.lpaSI |ahan. Konflik Agraria yang belum juga dapat ditangani dengan

optimal oleh pemerintah ini juga diikuti dengan berbagai tindakan sewenang-wenang perusahaan dengan
dibantu aparat keamanan. Tindakan okupasi ini diikuti dengan pengerusakan lahan dan tempat tinggal,
penggusuran paksa, kekerasan hingga kriminalisasi warga.

Kami menemukan peristiwa okupasi lahan terbanyak di tahun 2017 sebanyak 151

peristiwa melibatkan oleh perusahaan swasta, sedangkan ditahun-tahun lainnya peristiwa
cenderung statis tetapi perusahaan swasta masih mendominasi pelaku utama tindakan okupasi lahan ihi.,.
- pergeseran aktor tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa investasi yang berjalan sama sekali
: tidak berpihak pada masyarakat.




Kriminalisasi

KRIMINALISASI

/
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Data: KontraS, 2018

]
Hasil temuan KontraS mengenai tingkat kriminalisasi yang terjadi dalam kurun waktu 2014 sampai
dengan 2018 cenderung naik setiap tahunnya. Di tahun 2014 hingga 2015 angka kriminalisasi cenderung
statis namun terus meningkat hingga puncak tertingginya di tahun 2017 berjumlah 31 peristiwa kriminalisasi,
¥ meskipun angka kriminalisasi turun ditahun selanjutnya namun masih tidak menunjukan penurunan yang
~ signifikan. Sengketa lahan yang masih tinggi mendominasi penyebab dari kriminalisasi. Hal ini karena
-pengeru,sakan tanah adat oleh perusahaan-perusahaan swasta di berbagai daerah diantaranya; Sumatera
Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jambi, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh,
Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, mengundang kemarahan warga dengan melakukan berbagai
macam aksi dan perlawanan terhadap pihak perusahaan dan aparat kepolisian. Tindakan Kriminalisasi

warga juga diikuti'dengan kekerasan dan Intimidasi oleh aparat kepolisian dan TNI. '




Aktor Utama Kriminalisasi

W Polisi

B Swasta

KontraS, 2018

Grafik di atas menunjukan temuan aktor utama yang menjadi pelaku kriminalisasi didominasi bleh’
polisi. Kriminalisasi yang terjadi berkaitan erat dengan okupasi lahan oleh swasta yang kerap memerlukan
aparat keamanan kepolisian dalam menata dan menjaga keamanan dari amukan warga. Tak jérang,
warga yang menolak untuk diamankan menerima perlakuan kekerasan hingga kriminalisasi yang ketika itu
. berhadapan dengan kepoliéian dalam menghadapi protes warga. Dari data yang telah diolah di atas, angka

-terlinggi_.cii tahun 261? dengan 1 41 periStiwa kriminalisaS_i yang dilakukan oleh °
anQQOta kep0|i5ian. sedangkan ditahun-tahun sebelumnya, kasus kriminalisaéi yang :

dilakukan oleh swasta dan kepolisian cenderung statis dan tidak menunjukan fluktuatif yang signifikan.




Semenjak pilkada serentak 2018, KontraS ngeliat bahwa
isu — isu yang dinaikkan ke publik tak lebih daripada isu . .
ang nir substansi. Mulai dari politik sontoloyo, hingga _'g ingga masa Pilkada Serentak 2018. Isu tersebutl bermula |
Egenderuwo semua dipertontonkan oleh publik hingga isu * dari aksi 212 yang mengumpulkan massa berbasis agama
; mengenai ketidakadilan, ketimpangan, dan isu substansial di Monas. Semenjak peristiwa tersebut, dari berbagai va
Yainnya harus tenggelam. Semuanya hanya demi menang daerah mulai meningkat isu — isu agama, meningkatnya |
atau kalah sementara urusan publlk gak dlplkmn samai f-Jpersekusi yang berangkat dari media online hingga §
S o P penyerangan ulama oleh orang gila yang kini tldaks
B ) % s (D) diketahui pengusutannya sudah sampai mana e \,
Memang urusan pemilu ini membuat para kontestan W A W W™ S WO -.
menghalalkan segala cara untuk memenangkan diri dan #igsemudian, isu LGBT+ yang tak pernah putus 1 mendapatkan .
elompoknya. Karena hal itu, semua rela dilakukan pl. , - ~mgntimidasi dari berbagai pihak sampai dengan aparat . % J_
sekalipun memojokan kelompok rentan. KontraS melihat egara, seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, , b2
ada tiga isu bahan kampanye yang nyatanya menyasar | ' "‘ Lampung pada Februari 2018. Ketika itu Satpol PP ™ RE
Mipada kelompok tertentu karena model kampanye yang | \ sAmelakukan razia dan menangkap tiga orang yang dituduh s A
memupuk kebencian sehingga berdampak pada ** --_f i ebaga.u LGBT di lokasi wisata Labuhan Jukl._lng. Petugas | '
keberadaan mereka. Tiga kelompok rentan tersebut ialah, emudian menyemprot mereka dengan mobil pemadam
kelompok LGBT+, kelompok agama minoritas, dan ~>~ _kebakaran (damkar) dalam rangka yang disebut “mandi | gy,
kelompok '65 — '66. . ) - wajib.” Situasi ini nampaknya ingin mendapatkan - K
- S : ' - . pembenar berdasarkan aturan hukum yang telah et o
Bisu - isu terseurantara lain LGBT+, SARA, da“:\“kom'drits: endapatkan sorotan evaluasi secara global. Seringkali, ..
" “Isu — isu ini sebetulnya adalah memang kerap dijadikan isu embungkaman atau pelarangan terhadap kebebasan
‘gacoan” karena dianggap jadi “masalah bersama.” Tapi, | erekspresi dan berkumpul berimplikasi pada praktik
sialnya penggunaan isu — isu ini digunakan hanya sekadar : _persekusi oleh kelompok tertentu yang sebetulnya [ilie,
untuk meraup suara, tanpa memerhatikan dampak y |sebabkan karena tidak legasnya aparat negara manlndak

elanjutannya. 77— “ ftindakan tersebut.
e OB o e O
Dengan menggunakan pemantauan berbams n'ied|a \ - Isu komunisme juga tak henti — henhnya men]adl barang;
KontraS melakukan pendataan selama 6 bulan terakhir &vang selalu menjadi hal yang jadi mainan untuk 322
menjelang pilkada 2018 terkait tiga isu di atas. Adapun [\ ! f;‘r:bungkam suara Tasiarakat gfada awal t?jh‘;n 2018
ek i ey Lt ot o e it
4 asus mengena| LGBT 280 3 Mendene |u kmulsme == ~divonis 10 bulan penjara dengan tuduhan menyebarkan
2 O P 2 am komunisme.

“2llsu — isu tersebut terus bergulir hingga masa Prapemilu
2019, Meskipun ekskalasinya menurun, namun
8¥penggunaan isu di atas juga masih menjadi “gorengan”
ntuk menekan kelompok rentan dengan tujuan meraup
suara. [ ; i - -

=)
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e Penggunaan kefiga isu “musiman” menjelang kontestasi
Isu Dominan Pra-Pilkada olitik mengakibatkan perjuangan kelompok tersebut :
2017-2018 gKurang mendapat empati dan dukungan bahkan dari )
ereka yang saat ini mendukung di pemerintahan. Ini "
Sisebenarnya menjadi salah satu indikator strategis
Ssbagaimana demokrasi dapat diekspresikan melalui jaminan|
'. fuang-ruang berkumpul dan menyatakan aspirasi secara | -4
# damai. Kebebasan berkumpul menjadi rentan manakala J
seerepresi datang tidak hanya dari aktor keamanan negara |
¢ Syang memang dapat memonopoli alat-alat kekerasan:
% ghamun, juga aktor-aktor fundamentalis nonnegara yang
"= " terus mendapatkan pembenar untuk “mengekspresikan”
'-':{-’ eknik - teknik kekerasannya kepada kelompok dan isu &
i’enentu. seperti isu anti-komunisme, anti LGBT, anti-agama

Data Desember 2017 — Mei 2018 - .p an keyakinan minoritas: hingga pada gktmsme .Q
Kontra$, 2019 -:._‘,‘peluncuran buku dan acara-acara publik lainnya. #* ', —
- : = TN s S

R Ay . ST AR e O o e \"'e
) -:;-‘f fﬁ’\m sisi lain, sebetulnya Polri punya sejumlah instrumen b= ™ .
— ¢ " internal untuk mengevaluasi tindakan keamanan apa dan | 4
Isu Dominan Prapemilu yPagaimana yang diterapkan dalam mengelola keamanan LS

*Sdan tantangannya; KontraS berpendapat bahwa prinsip &
Fidasar dari asas-asas proporsionalitas, nesesitas dan
egalitas dalam penerapan masih jauh sempurna untuk |
W LGBT " diterapkan secara konsisten dalam menjamin ekspresi (~)
* = kebebasan berkumpul di Indonesia.
e - s R, ', /
Il KOMUNIS Dalam konteks penegakan hukum. dapat kita pertanyakan
sudah seberapa jauh polisi menindak kelompok —
¥kelompok atau individu — individu yang kerap kali *
-/ #melakukan intimidasi kepada kelompok rentan? Apa jangan
— jangan polisi bertindak hanya berdasarkan kemauan dari
funtutan mayoritas semata tanpa melihat situasi secara

2018-2019

o
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Data Oktober 2018 — Maret 2019 - _komprehensif. . L = i
Kontra$S, 2019 | st . s > A
- :ﬂ A i P _JDari kacamata hak asasi manusia, KontraS akan terus [
T -, 3 - - . ¥
e - e =y -

= " menjadi rumah sekaligus alat bagi korban dan masyarakat
{ 8 {untuk secara jelas, keras terhadap siapapun yang menjadi
/e "“penguasa, dan akan terus mengoreksi negara untuk |
» memenuhi kewajibannya menghormati, memenuhi,

melindungi HAM. ~ - #=
v~ oW
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1. Seba‘ga;i salah satu tqkoh:.-y'ang miieléwéti‘masa birdé_‘bf’;ifl.j de‘ngqn
pemilu yang penuh siasat, bagaimana Anda ms_amakngl_'pem.lll_u _hq_r»|.|._r'.|1,

Tokoh? Salah alamat. Saya bukan tokoh. Hahaha.

sebagian pihak.

2. Beberapa partai baru yang hari ini muncul, sejauh pantauan kami,
semuanya "merapat” ke partai besar. Mereka (partai baru) tidak hadir
dengan menawarkan gagasan baru, bahkan sikapnya cenderung
“membeo” dengan partai besar. Mungkin bisa dianggap sebagai taktik
atau siasat dalam meraup suara. Alhasil, partai baru tak jauh berbeda
dengan partai lama, juga akan berdampak pada sikap partai (baru) ke
depannya nanti. Menurut Anda apakah hal tersebut wajar? Mengapa
kecenderungan tersebut terjadi?

Ya, sangat bisa dipahami. Sebagai pendatang baru bisa dipahami itu pilihan

strategi mereka. Apakah hal itu hanya strateqi sememara.untuk bertumbuh
menjadi besar dan kemudian berubah, kita lihat saja nanti. Kalau ternyata

sesudah besar, masih sama saja, itu namanya strategi menipu publik. Bukan

strategi bertumbuh. Hahaha.

Selama Orde Baru, tidak ada perilu dalam pengertian yahg umum berlaku.
Yang terjadi pada masa itu hanya “pemilu-pemiluan”. Seolah-olah pemilu.
Kalau yang sekarang lebih layak disebut Pemilu. Ada kebebasan bagi yang
bersaing, walau kebebasan itu terbatas. Malahan sangal terbatas bagi

3. |su SARA, Komunis, dan LGBT+ selalu jadi “mainan” bagi para
politisi menjelang pemilu untuk mendulang suara seolah mereka tidak
peduli dengan dampak yang muncul kepada kelompok = kelompok
rentan tersebut. Syahdan, kebencian itu justru terus menerus dipelihara
karena sikap politisi yang tak bisa mengubah hal tersebut. Dari
pengalaman Anda melihat kontestasi pemilu yang terjadi sejak Drd_e baru,
apakah isu — isu tersebut di atas selalu jadi “mainan?” jika ya, hal itu
terus terjadi? ataukah memang pemilu memang ada hanya untuk menang
— kalah semata tanpa kepentingan publik yang lebih luas?

Selama masa Orde Baru, cuma satu pusat kekuasan yang bisa bermain-main

p_ulmk. Mainan mereka “anti-komunisme”. Semua yang lain bermain-main
tiarap dan berlomba menijilat.

Kalau mau menengok ke masa lalu, jangan berhenti di masa Orde Baru dong.

Lihat sedikit lebih jauh ke belakang hingga tahun 1950an. ltu masa yang paling

seru secara politik. Mungkin juga paling liberal demokratis. Nggak kayak
sekarang.

Kalau sekarang kan semua seperti saudara kembar. Ya ng satu anti-komunis,
yang lain ikut-ikutan anti-komunus, Yang satu sok moralitas dan relijius, yang

lain ikul-ikl_Jtan. Dan semua kubu yang bersaing itu tutup mata terhadap
ketidak-adilan kepada kelompok warga yang rentan.

Persaingan politik vang sekarang jadinya bersifat pribadi.

Capres, soal istri Capres. Soal baju Capres. Soal kendara,
Soal remeh-temeh |ain.

Soal anak atau cucu
an yang ditumpangi.
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4, Banyak yang berkomentar bahwa partai politik hari ini tidak -

melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan pendidikan politik -
kepada publik. Menurut Anda, jika melihat peristiwa politik belakangan® .- .. *
(2016 — 2019) yang memberi dampak (buruk—red) terhadap masyarakat, .’
pendidikan politik semacam apa yang dibutuhkan oleh publik? ' P

Sudah lama banget mereka nggak menjalankan fungsi dengan baik. Sqdah.k’i
setengah abad. Tapi kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru, yah st_ac__ll_ |__-_
lebih baik yang sekarang. Tetapi kalau dibandtqgkan def-ngarj peluapg ya_ng‘;l o
tersedia sekarang, seharusnya yang sekarang jauh lebih baik. Tapi kog
enggak? j ;

5. Hasil observasi kami sekilas, media — media mainstream seperti ' -*
memiliki jagoannya masing — masing dalam Pilpres 2019. Mau tidak mau,-
publik disuguhkan dengan pilihan A atau B yang mana seringkali T
pemberitaannya tidak substansial. Sementara, media memiliki peraﬁ gt
penting dalam memberikan edukasi kepada publik. Kondisi ity - S
menyebabkan publik mudah lupa bahwa negara ini memiliki masalah
yang belum diselesaikan dan serangkaian kepentingan publik yan'g tidak
pernah tersuarakan. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut?

Inilah republik yang kadang-kadang punya publik. Kadang-kadang nggak * -
punya publik. Hahaha. ; s

Sekali lagi, dibandingkan dengan masa Orde Baru, bagi saya p_ub1il§ j:do?e:l
masa kini jauh lebih baik. Bukan karena jasa negara atau partai politik, atau
media massa arus utama. Tetapi karena warga suqah semakin dewasa
menjaga dan merawat kualitas kehidupan publik. Tidak semua. Tapi yaﬁg
dewasa kayaknya semakin banyak.

6.  Adaungkapan bahwa “kita tak memilih yang baik, tapi mencegah
yang buruk berkuasa.” Kalimat tersebut bisa saja dibaca untuk memilih
salah satu calon atau mencegah golput terjadi. Dalam persepsi Anda,
Apakah dalam konteks Pilpres hari ini kalimat tersebut masih relevan? .
Dalam konteks HAM, pelanggaran HAM bisa terjadi melalui Act of
Commission (tindakan kekerasan), yang dapat dilakukan oleh negara
atau institusi/organisasi/perkumpulan. Pelanggaran HAM juga dapat
terjadi melalui Act of Omission (tindakan pembiaran), yang dilakukan
oleh negara atau institusi/organisasi/perkumpulan. Sementara, pada

Pilpres 2019 ini hanya dua calon yang tersedia, keduanya pun telah
memenuhi definisi di atas.

Sejauhl pengamatan saya, ketakutan dan kepanikan elit politik pada Golput
menunjukkan peningkatan kekuatan publik. Peningkatan daya-tekan warga.

; Berdasarkan data KPU, golongan putih selalu meningkat dari
pem}lu_ ke pemilu. Alasannya pun beragam, mulai dari persoalan
administratif sampai dengan ideologis. Tentu ada harapan dari sikap
golput yang sejauh ini digaungkan. Namun, golput pun seolah berhenti di
kotak suara. Naiknya angka golput dari tahun ke tahun tidak
menghasilkan satu gerakan baru yang mampu mendorong perbaikan
sistem — sistem demokrasi. Bagaimana membangunkan minat

masyarakat (muda) untuk terlibat dalam gerakan mendorong perbaikan
Sistem - sistem tersebut?

™

Tentu banyak cara yang tersedia. Tapi tidak ada resep mujarab yang menjamin
cara mana yang terbaik.

8. Pertanyaan penutup, dengan sistem pemilu sekarang serta kasus —
kasus yang menyangkut tokoh — tokoh partai, menurut Anda apakah |

dapat membuat Indonesia lebih baik dari segi penegakan hukum,
toleransi, hak asasi manusia?

Perbaikan sistem kadang-kadang jadi kebutuhan mendesak ketike_lkterjzdl
krisis. Golput itu sendiri adalah ungkapan krisis kepercayaan publi c}|:;a r:g b
tata-kelola negara secara keseluruhan. Bukan sekedar pada kubu Cap

atau kubu Capres itu.

Apabila Golput jumlahnya sangat besar, maka legitimasi pemilu tumbang. Indonesia yang sekarang sudah lebih baik ketimbang Indonesia yang saya

el fis : saksikan di masa Orde Baru. Saya menaruh hormat pada semua pihak yang |
Krisis. Kondisi demikian bisa memaksa.orang untuk bergerak dan berbenah. berusaha memajukan Indonesia lebih baik lagi. ,
Bukan sekedar tambal sulam basa-basi.

Tetapi ilmu yang saya pelajari mengajarkan kepada saya, maju atau
merosotnya kualitas kehidupan suatu masyarakat tidak semata-mata
ditentukan oleh usaha para tokohnya. Bahkan tidak oleh usaha seluruh

warganya. Ada banyak sekali faktornya. Termasuk beban sejarah masyarakat |
tersebut. Juga dinamika masyarakat global.

Banyak orang keliru ketika menuduh Golput itu seperti parasit, pasif atau
egois, karena tidak memecahkan masalah dan cuma pasif. Ini penilaian tidak
tepat.

Golput itu semacam kritik. Dan kritik itu ibarat bunyi alarm atau sirine. Kalau
ada banijir atau kebakaran, bunyi peringatan alarm atau sirine tidak
menghentikan banjir atau memadamkan kebakaran. Tetapi bukan berarti dia |
lidak berjasa. Bukan berarti dia cuma nyinyir atau bikin kebisingan. Fungsinya ‘
beda dari pasukan pemadam kebakaran. d




SARASDEWI

1. Bagaimana perkenalan anda dengan alam sampai
menghasilkan buku ekofenomenologi?

Sebagai orang Bali, saya melihat bagaimana Bali berubah dari
yang awalnya sangat alamiah, bersahaja, dan terkenal dengan
keindahan alamnya diubah wajahnya oleh industri pariwisata
yang masif renungan-renungan atas fenomena tersebutlah yang
mendorong saya untuk menulis ekofenomenologi. Selain itu, saya
juga melihat bahwa keilmuan seharusnya tidak terpisah dari
masyarakat. Keilmuwan seharusnya merupakan sesuatu yang
berguna dan bisa dipakai oleh masyarakat, dan untuk itulah saya
menulis ekofenomenologi.

pasca industri revolusi industri memang sudah ada ketegangan
antara alam dan kultur manusia, tapi kita belum sadari belum
sanggup membahasakan ketegangan tersebut. Belakangan,
setelah mulai ruang-ruang lingkungan hidup itu semakin terhimpit
dan semakin habis barulah kita mulai merasakan
ketidaknyamanannya. Melalui ekofenomenologi saya mencoba
memberikan kerangka akademik, suatu kajian yang sifatnya
untuk mempersoalkan hukum untuk mempersoalkan politik dan
hukum yang sejatinya membutuhkan kerangka filosofis, jadi saya
mencoba mengisi ruang itu

2. Sebagian besar manusia sejak kecil diajarkan untuk
mencintai lingkungan, mulai dari buang sampah sampai
melihat kehidupan binatang yang berada di alam bebas,
pandangan tersebut berubah ketika dewasa mereka bekerja
di perusahaan sawit, semisal, yang menghabisi flora dan
fauna. Mengapa inkonsistensi tersebut terjadi?

Inkonsistensinya datang dari struktur ekonomi politik yang sudah
terbentuk. Sudah ada paradigma dan struktur yang memang
mengungkung pikiran kita bahwa kita nggak bisa lepas dari
membicarakan pertumbuhan ekonomi, jadi kita nggak pernah
bisa lepas dari membicarakan bahwa standar ekonomi itu harus
selalu ditingkatkan. Hal ini kemudian dianggap sebagai
normalitas. Tawaran saya adalah gimana caranya kita berusaha
melihat melampaui jebakan itu, bahwa itu udah enggak
memungkinkan lagi, mengingat bahwa menghilangnya kekayaan
hutan-hutan di Indonesia ini yang sebenarnya hutan Indonesia
merupakan bagian penting dari strategi dalam menghadapi
perubahan iklim. Jadi saya lebih menekankan kita untuk berpikir
diluar daripada struktur yang sudah dipaksakan ini. Menurut saya
saat ini ada pemaksaan bahwa kita harus selalu berpikir bahwa
yang utama adalah konsumsi, dan konsumsi seringkali identik
dengan barang-barang yang belum tentu kita perlukan. Hal ini
bukan berarti kita tidak boleh mengambil apapun karena proses
manusia hidup dan menikmati alam adalah proses yang alamiah.
Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengambil terlalu
banyak dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan
pelestarian. Jadi yang saya persoalkan bukanlah tidak adanya
tindakan ekonomi, tetapi tindakan ekonomi haruslah menyasar
kepada keberlanjutan. Ekofenomenologi sebenarnya memberikan
semacam pertanyaan mungkinkah Kita keluar Dari kungkungan
tersebut.
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3.

Relasi antara manusia dengan alam selalu ada sejak
dulu. Beberapa dekade terakhir, peradaban manusia
terus-menerus bergeser menjadi semakin kapitalistik yang
berujung pada eksploitasi habis-habisan terhadap sumber
daya alam. Bagaimana pandangan anda terkait relasi antara
manusia dengan alam saat ini? Bagaimana seharusnya relasi
tersebut?

mee®

Itu juga pertanyaan yg bersifat rekonstruksi, kalo untuk saya
orang yang mempunyai kenangan kelam mungkin saya selalu
merasa ingin kembali alamiah. Namun disini bukan berarti saya
tidak ingin ada kegiatan ekonomi, namun ketika kita mengambil
terlalu banyak dan tidak pernah mau bertanggung jawab itulah
yang saya persoalkan. Sementara kita sebenamya kan punya
kewajiban untuk melakukan pelestarian. Jadi bukan berarti tidak
ada tindak tindakan ekonomi tetapi tindakan ekonomi kita pun
harus berpindah Bagaimana caranya agar mengarah pada
keberlanjutan alih-alih kita melakukan eksploitasi saja yang
menyebabkan perbedaan kelas. Dengan datangnya perubahan
iklim. Bayangan saya harus ada perubahan dari makna ideologi
itu apa. Ideologi bukan lagi hanya bicara tentang politik dan
konsep seperti nasionalisme yang berpusat pada manusia aja.
Kita harus memikirkan kembali kemanusiaan kita itu apa. Buat
saya kita harus memaknai kembali kemanusiaan, Kemanusiaan
harus diperlebar tidak hanya peduli dengan spesies sendiri tapi
memiliki rasa empati tidak hanya sesama manusia tetapi
terhadap makhluk hidup. Tidak hanya yang biclogis saja, tapi

juga sungai, laut, misalnya. Kita harus punya keselarasan dengan
alam.
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4. Alam sering kali dinilai hanya berdasarkan potensi
keuntungan ekonomis yang tersedia. Pada saat debat
Capres, misalnya, kedua Paslon fokus dalam membahas
mengenai potensi industri sawit dan luput dalam membahas
mengenai isu-isu lingkungan hidup secara substantif seperti
perubahan iklim, emisi karbon, atau pelaksanaan reklamasi
lubang bekas tambang. Menurut anda kenapa hal ini terjadi?

LR

o %

Karena itu berarti kita harus merubah kekuasaan politik dan
ekonomi. Sesederhana itu. Kekuatan politik yang berkontestasi
ingin memenangkan kepentingan politik mereka yang dasarnya
adalah golongan atau elit. Saya lihat meskipun mereka berdua
ada perbedaan tapi lebih banyak kesamaannya. Apa yang
mereka sampaikan menurut saya satu gagasan, bahwa
gagasannya alam itu sebatas property saja, sesuatu yang bisa
dikomoditaskan, yang harus dimaksimalkan produktivitasnya.
Cara pandang ini masih terlampau antroposentrik.
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Pengelompokannya dalam debat tersebﬁt juga SDA dan
Lingkungan Hidup. Karena ditempatkan dalam satu bahasan
maka hutanpun dilihat sebagai SDA. Selain itu, beberapa Iapjoran
dari berbagai organisasi masyarakat sipil juga menunjukan
bahwa kedua capres masih terikat dengan bisnis-bisnis ekstraktif
sehingga sulit juga untuk bicara independen dan otonom kalau :
yang menikmati demokrasi dalam perhelatan yang sedang
berlangsung adalah anggota atau mesin partai yang uangnya
f:iigerakan dari bisnis ekstraktif, misalnya pertambangan yang
jelas-jelas tidak sustainable, sehingga berpotensi menimbulkan
konilik kepentingan. Kandidat nomor 1 dikelilingi oleh
Orang-orang yang punya afiliasi dengan usaha tambang
sementara kandidat nomor 2 memiliki perusahaan tambang.

5. Sepertinya ada jarak antara pandangan masyarakat
sipil dengan para elit terkait lingkungan hidup, apakah
menurut Mba ada cara bagi kita untuk mengintervensi
substansi diskursus mengenai lingkungan hidup para elit?

Sebenarnya apa yang tengah berlangsung dengan masyarakat
yang mempertahankan ruang hidupnya, misalnya Teluk Benoa,
yang menurut saya punya kesuksesan, atau masyarakat Pati
yang sukses melawan pabrik semen, atau perjuangan petani
Kendeng di Rembang, misalnya. Ini adalah contoh-contoh
dimana ada pembangkangan sipil. ltupun kehadiran yang politis.
Kita mesti bayangkan politik itu jangan selalu politik yang
dioperasionalkan oleh elit. Betul bahwa pemilu, pilkada, dan pileg
itu adalah politik praktis untuk menikmati atau menjalankan
amanat demokrasi. Tetapi politik bukan hanya disitu. Dan di
Indonesia politik praktis itu sangat didominasi oleh segelintir elit.
Tapi itu bukan satu satunya wujud politik. Wujud politik ada yang
sedang dibangun dari bawah. Sayangnya lingkungan hidup
isunya tidak datang dari dua arah. Isu ini sebenarnya butuh
gerakan di tingkat atas dan di tingkat sosial. Tapi kita harus ingat
bahwa politik bisa muncul dari bawah. Pada climate conference
di Kolombia, misalnya, ada seorang anak perempuan, Greta
Thunberg, dia memimpin climate strike, sebuah aksi untuk
menyadarkan masyarakat soal perubahan iklim. Aksi ini akhirnya
diikuti sampai ratusan ribu anak sekolah. Kita harus ingat bahwa
masyarakat punya kekuatan untuk membalikkan politik.

6. Beberapa waktu yang lalu anda menulis mengenai
politik ekologi di koran Jawapos. Bisa dijelaskan sedikit apa
yang dimaksud dengan politik ekologi?

Sebelumnya saya sudah memberikan pengantar tentang
bagaimana membahasakan politik dan politik sebagai
keterlibatan publik di dalam isu lingkungan hidup. Politik ekologi
sebenarnya upaya untuk memperluas (politik itu sendiri). Jika
pada permulaannya politik itu adalah soal kekuasaan khususnya
bagaimana upaya relasi antara individu dengan sosial dan antara
individu dengan individu yang lain, tawaran saya adalah
bagaimana kita memperluas itu bukan hanya terjadi antar
manusia, tetapi manusia juga perlu memperlebar pengetahuan
atau gagasannya tentang keadilan, misalnya. Keadilan tidak
hanya untuk manusia saja tetapi keadilan ekologis. Kemudian
demokrasi menjadi demokrasi masyarakat/the commons yang
bisa menikmati air dan tanah secara pengelolaan bersama. ltu
adalah usulan-usulan politis yang ada dalam politik ekologi.

7. Dalam artikel yang anda tulis di Jawapos, anda
menyatakan bahwa politik ekologi mengandalkan
egalitarianisme biosfer? Bisa anda jelaskan lebih lanjut

mengenai egalitarianisme biosfer?

Dalam ilmu politik, kita mengenal istilah egalite, fraternite, liberte,
yang menurut saya, kata egalitarianism atau brotherhood itu
seringkali bekerja sempit dan tribal untuk spesies manusia saja.
Egalitarianism biosfer itu saya kutip dari Arne Naess, pelopor
gerakan ekologi dalam. Dia menyandingkan antara ekologi
dangkal dan ekologi dalam. Ekologi dangkal cuma memandang
bagaimana kita bisa perpanjang lebih banyak lagi hutan untuk
dibabat lagi, ditanam lagi, babat lagi, tanpa memikirkan
konsekuensinya. Tapi kalau ekologi dalam menekankan secara
lebih radikal, misalnya mempertanyakan “mungkin nggak sih
saya kasih pertimbangan etis, misalnya hak biosfer? Mungkin
nggak sih hak bukan cuma punya orang tapi hak juga dimiliki cleh
hutan?”
Dalam debat pilpres misalnya, siapa sih yang mewakili hutan?
Karena dia butuh perwakilan. Dalam bahasanya manusia, hutan
tidak bisa berbicara, lalu siapa yang mewakili hutan? Terhadap
persoalan ini, sebenarnya Arne Naess memiliki usulan bahwa
manusia yang punya akal budi, punya kepekaan untuk melihat
ketimpangan. Bahwa yang terjadi akibat pola relasi politik yang
sekarang ada, yang muncul adalah ketimpangan, eksploitasi, dan
ketidakadilan. Hak biotik ini harus dikenali dan harus ditegakan.
Hak biosfer artinya bukan hanya spesies-spesies dilindungi, tapi
juga tanah dan laut, misalnya. Artinya kita harus bersikap etis
kepada laut.

8. Bagaimana pesan anda kepada para politikus dan
pengambil kebijakan terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

Yang pasti sekarang ini kalau saya linat kebijakan-kebijakan itu
masih sangat tumpang tindih. Sebenarnya menurut saya pada
dasarnya kita sudah punya perangkat hukum dan pandangan
filosofis bahwa keadilan sosial itu penting. Keadilan sosial itu
sejatinya juga adalah keadilan ekologis. Tetapi, saya melihat
bahwa semakin derasnya modernisme membuat banyak sekali
kebijakan yang berlawanan dengan semangat itu.
Kebijakan-kebijakan itu perlu dipertanyakan. Kebijakan ini
seringkali hanya menguntungkan untuk segelintir orang, atau
pihak-pihak yang sudah memiliki kekayaan yang menurut saya
sangat tidak etis. Kebijakan kita belum mencerminkan
sebagaimana pasal 33 UUD itu, bahwa ... dikelola bersama
untuk kepentingan sosial. Misalnya saya ambil contoh bagaimana
kebijakan itu bisa dipesan. Contohnya upaya reklamasi teluk
benoa. Reklamasi itu butun AMDAL, Yang bisa membuat kajian
adalah kampus. Disana berarti dibutuhkan keberpihakan
keilmuan dan para ilmuannya untuk memikirkan apakah proyek
ini memiliki nafas atau orientasi lingkungan atau keberlanjutan,
dan membuka seluas-luasnya keadilan untuk masyarakat. Yang
kedua perihal izin. Meningkatnya izin reklamasi di kawasan
pesisir di tengah ancaman naiknya permukaan air itu adalah
sesuatu yang menurut saya sangat absurd. Hal ini menunjukan
bahwa kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah
masih melayani segelintir pihak, alih-alih kemaslahatan bersama.
Jadi menurut saya ini memang jadi problem yang paling
mengkhawatirkan ketika pemerintah yang merupakan perwakilan
individu justru tidak bisa dipercaya.




9. Ada yang percaya bahwa setiap zaman selalu ada
“korban.” Pembangunan korbannya lingkungan. Bagaimana
Anda menanggapi hal ini? apakah memang prinsip
utilitarianisme memegang kendali dari semua kasus — kasus
di sektor lingkungan?

Menurut saya itu adalah konstruksi yang ada sekarang. Kita
sudah terdoktrin bahwa yang baik adalah kata “growth”. Tapi kita
tidak bisa mengharapkan pertumbuhan yang abadi jika
resource-nya terbatas. Itu logika yang sangat sederhana.
Realisasi kita pada logika yang sederhana itu sebenarnya
mengharuskan kita untuk mengubah pola hidup, kebijakan, serta
relasi sosial. Itu adalah salah satu opsi. Opsi lainnya adalah, kita
terus meneruskan keadaan yang seperti ini. Tapi kalau demikian,

lantas apa gunanya manusia punya akal budi dan teknologi, yang

sejatinya bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan yang
lebih sustainable? Kenapa teknologi kita cuma berhenti pada

eksploitasi? Ini adalah tantangan zaman kita. Kalau kita mau abai

dengan kemanusiaan ya ini bisa jadi akhir dari kemanusiaan
juga. Bumi sudah berlangsung jutaan tahun, dan bumi nggak
tergantung dengan kita. Sementara kita sangat bergantung
dengan bumi. Jadi menurut saya janganlah kita ambil jalan yang
harus sampai pada titik keterlambatan itu. Suatu titik dimana,
merujuk pada laporan Intergovernmental Panel on Climate

Change, kalau kita tidak berubah dalam dua dekade ini, kita akan

masuk pada ‘point of no return”. Titik dimana kita akan
kehilangan kehidupan yang nyaman ini. Kalau kita mau berubah,

saat ini kita masih punya harapan. Buat siapa? Ya untuk generasi

manusia juga, sekarang dan di masa depan.

10. Bagaimana seharusnya posisi pemerintah,
perusahaan, serta masyarakat sipil dalam memastikan
adanya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, ramah

lingkungan, serta peka terhadap kondisi sosial dan budaya

masyarakat setempat?

Apabila kita memang ingin menjaga kenaikan suhu bumi tetap
pada angka 1,5 derajat selsius, maka dalam laporan IPCC hal itu

sudah jelas. Bahwa penyumbang emisi dari kegiatan atau

aktivitas ekonomi tambang, minyak, itu sudah tidak bisa lagi
dilakukan. Artinya kita harus berkomitmen untuk mengubah pola

transportasi, pola pemerintahan kota, pola konsumsi, dan

sebagainya. Pola konsumsi makanan yang kita andalkan dari
industri makanan yang tidak sustainable, misalnya, sudah tidak
bisa lagi dilakukan. Kita harus mengubah pola agrikultur yang
ada. Jadi memang butuh perombakan total kalau kita memang
sungguh-sungguh punya komitmen menjaga iklim agar stabil.
Namun apakah kemudian ekonomi sama sekali mati? Menurut
saya tidak. Justru mesti ada inovasi agar tidak ada lagi akumulasi

modal yang sebesar-besarnya, karena hal itu sudah tidak

kompatibel dan tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan. Yang
mungkin adalah pengembangan teknologi lokal, pola ekonomi
yang memperkuat masyarakat lokal, optimalisasi transportasi

publik, turisme yang mengandalkan kekuatan masyarakat

setempat dibandingkan hotel, resort, dan sebagainya, itu semua
adalah perubahan-perubahan kearah keberlanjutan. Memang
perubahan ini menggeser keuntungan yang tadinya dinikmati

oleh segelintir orang menjadi dibagi secara lebih merata.

11.  Menurut Anda, apakah Indonesia akan bisa menuju ke
arah yang lebih baik (lingkungan)? Apa langkah pertama
yang harus diambil?

Dari gerakan sosialnya saya optimis, karena masyarakat kita
adalah masyarakat yang punya empati dan kepedulian terhadap
lingkungan dan sesama khususnya mereka yang tertimpa
ketidakadilan. Dari perjalanan saya ke berbagai daerah di
Indonesia saya melihat bentuk kebangkitan kesadaran publik
yang baik, dan itu memberikan harapan. Persoalannya sekarang
adalah dalam menjembatani hal tersebut ke pemerintah, untuk
dibakukan ke dalam bahasa-bahasa hukum dan bahasa-bahasa
politik. Menurut saya itu butuh proses, tapi saya punya optimisme
yang besar.

Kalau prinsip saya, langkah pertama yang pasti adalah Indonesia
harus menjadi bagian dari strategi untuk menjaga iklim agar stabil
melalui hutan. Hal ini sederhana, tapi sulitnya seperti misi
melawan mafia. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan
memperkuat posisi masyarakat adat, karena menurut saya
mereka yang paling efektif dalam menjaga hutan. Dengan ini ada
dua hak asasi yang dijaga yakni hak kelompok dan hak
lingkungan hidup. Di sisi lain, hal ini mengharuskan kita untuk
melawan mafia-mafia yang selama ini hanya menguntungkan
beberapa golongan saja. Dengan Indonesia punya kehendak
politik dan ketegasan hukum untuk menjaga hutan, bahkan
merehabilitasi hutan-hutan yang sudah rusak, hal ini akan
menjadi suatu upaya penyelamatan planet. Yang bisa dilakukan
oleh masyarakat salah satunya tercermin dari peristiwa yang
terjadi di Denpasar, dimana berawal dari keresahan masyarakat
terhadap sampah plastik, kemudian mereka membuat petisi
besar-besaran agar pemerintah mengeluarkan kebijakan, sampai
akhimya peraturan Walikota dan peraturan Gubernur yang
menghimbau agar single-use plastic fidak lagi digunakan. Hal ini
bukti bahwa gerakan komunitas bisa efektif dalam mendorong
kebijakan.
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Dulu di jaman 1960-an, muncul kumpulan orang-orang dir Amrik yang
nyebut diri mereka sebagai hippies. Kaum hfpp-ies ini berhasil menerapkan
dengan sempurna makna dari civil dfsobedfénce alias pembangkangan
sipil a la Henry David Thoreau kepada penguasa mereka waktu itu.
Puncak dari pembangkangan mereka diakhiri dengan pesta musik yang
dulu merupakan (dan sekarang juga masih) paling gila sepanjang era
modern, namanya adalah The Woodstock, tahun 1969. Puluhan band
maupun soloist ngekspresiin kekecewaan mereka ke kebijakan negara
yang kons;ervatif dan juga kapitalistik. Mereka ngeluapin itu semua pakek

{ lagu-lagu protes, yang secara aluuus maupun blak-blakan.




. ' 1. Mentari — Kali Kausar

o Gak pernah terduga sebelumnya kalo ternyata lagu protes paling bernas ;
di era 80-an diwakilin sama lagu balada dari Bumi Parahyangan. “Mentéri”'
adalah lagu protes karya lwan Abdurahman yang' isinya ténlang pem-
berontakan mahasiswa yang gila banget sepanjang periode tahun
1977-1978. Pemberontakan-pemberontakan masif ini didasari dari peno-
lakan kembali pencalonan Soeharto jadi Presiden dan juga dalam nolak
mahzab pembagunan-isme, kebijakan utang luar negeri dan proyek
pembuatan Taman Mini alias TMI| '

2. Rayap - Rayap — Mogi Darusman 1
Menggemuk para rayap dalam bumi yang kian rapuh

Resahnya ibu rakyat terbantai tanpa aduh -

Merayap para babi di lautan, sawah dan hutan

Menggencet anak rakyat, meremas jantung mereka

Potonc_:;ah lirik di atas, nunjukin ekspresi kekecewaan untuk tindakan-tin-
dakan yang pekat dengan unsur korupsi di rezim orde baru. Korupsi,

~ Kolusi dan Nepotisme alias KKN tuh emang penyakit paling kronik (selain
pelanggaran HAM) pas zaman orde baru. Mogi Darusman, dan mungkin
juga kita semua, masih muak gak karuan dengan laku KKN ini, jadinya
diciptakan deh n'th_\lagu, ya_ng—’ sampe sekarang pun masih cukup relevan

dalam perlawanan pemberantasan korupsi, melampaui zamannya!

4. Berita Cuaca — Gombloh

3. Jangan Menangis Indonesia - Harry Roesli "  Sebelum lagu “Tolak Reklamasi™-nya Ma:jrlna"
Harry Roesli barangkali ngerasa getir kali ye, dan jengah sama kondisi nyaring be;kumandang gilieah bica‘ra e iSl:l
sengkarut marut Indonesia. Dirilis pada tahun 1978, lagu ini berisi ekspre- Perusakan lingkungan, Gombioh si penyal"‘-y-l i
si protes yang gayanya sarkas abis (emang ciri khas-nya bang Harry ‘dengan aliran musik folk ini, udah punya ViS!
Roesli) sama kondisi Indonesia yang begitu otoriter. Dengan musikalitas ~ Pahwa Indonesia bakal ‘pun'ya perm?éalaha[.] :
yang lirih banget dan dengan melodi yang enggak terlalu menghentak, pelik nih tentang eksploitas! il L”:Ik g -I:-:a'i,
alhasil banyak yahg kurang nganggap lagu ini sebagai lagu proles deh. nyoba untuk nyuarakan protes Samb“, menSL 0|Lh
Padahal sebenernya ya, kalau dari lirik, lagu ini gak kalah relevan kok nasikai KAIESEIATESIg yang terc.abik—ca lde_
dalam menginspirasi semangail buat ngerubah keadaan di Indonesia! kerakusan manusia dalam melukal alarm =5

‘ ; mikian rupa sampe pohon-pohon pun enggan

-

d tumbuh lagi.
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Aries adalah zodiak h-eruné._L]_r api, yang mana orang-orang
berzadiak Aries kerap diasosiasikah sebagai orang yang akrab

% ~dengan hal-hal berbau heroisme, perkelahian, dan aktiviias fisik. .

Aries Daily Horoscope secara khusus memprediksi bahwa. pada 26
Februari 2019 orang berzodiak Aries akan mengeksplor minatnya di

' dunia supernatural dan fenomena gaib. Hmm... sounds familiar, ;

bukan? | _ : _ =g

-~ MEREKA YAN_G; BERZODIAK'ARIES .

Wiranto

~ Taurus adalah zodiak berinsur tanah, Orang-orang dengan zodiak
Taurus konon memiliki karakter keras kepala, memiliki kadar
posesivitas yang cukup-tinggi, materialistis, dan sangat
‘goal-oriented hingga terkesan ambisius. ‘

. MEREKA YANG BERZODIAK TAURUS
A.M Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu,

Sagitarius adajah zodiak berunsur api. Kebanyakan para sagitarian
. lorang berzodiak sagitarius) memiliki kecerdasan dan antusiasme
" tinggi terhadap hal tertentu, ia juga cenderung memiliki pemikiran
 sendiri tentang hidupnya, dan gemar berpetualang. Di sisi lain;
pemilik zodiak sagitarius suka tidak sabaran, terlalu terus terang,

- dan-overconfidence.

MEREKA YANG BEHZOE_J.IAK SAGITARIUS
‘Retno Marsudi’ e

- : ]
LIBR
Libra adalah zodiak beru nsur_udara,’. yang'mana ofrang-orang
berzodiak Libra‘kerap dicap sebagai pribadi yang sulit diandaikan,

malas atau cenderu ng memanjakan difi sendiri, labil dalam )
membuat keputusan, dan dangkal alias superficial. -~ ;

MEREKA YANG BERZODIAK LIBRA -
Luhut-Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto -

. Gemini adalah zodiak berunsur'udara. Gemir yang kerap seperti
‘mengetahui segalanya’ seringkali menunjukan sikap-sikap yang
inkonsisten, tidak cukup berkapabilitas dalam membuat keputusan,

% terlalu cemas atau panikan terhadap suatu hal 'yang menimpanwya, .
dan nmiudah dipengaruhi oleh orang lain sehingga cenderung ;
terkesan tidak fokus serta mudah bosan terhadap apa yang ia

* kerjakan,

. MEREKA YANG BEF{ZOD:IAK GEMINI - i
Joko Widodo, Soeharto, Soekarno, Yasqnna Laoly

Virgo merupakan zodiak bérunsur bumi. I3 sering dijuluki sang
‘bintang dari segala bintang’ sebab 'menurut sejarahnya, virgo -
adalah satu-satunya konstelasi bintang yang mempunyai simbol

. manusia. Virgo memiiliki karakter super teliti, cermat dalam
menganalisa, dapat diandalkan, dan rapi. Karakter-karakter di atas
membuat virgo cenderung terlalu kritis, cerewet, dan keras kepala,

MEREKA YANG BERZODIAK VIRGO
Sri.Mulyani, Widji Thukul




I "Ada trending topic, 'Papa minta pulsa' diganti jadi 'Papa minta I

Saat Jokowi guyon 'papa minta saham"
sindir Setya Novanto

“ambil kapas, kok di luar Indonesia, Saya tidak mauw ini diteruskan,
Lakukan apapun bawa logistik ke negara kita,”

"Dulu ingat, dulu meminta dan mengikuti, kok sekarang jadi
berbeda?"

Jokowi Sindir Balik Prabowo

"Aduh, yang martabak belum (selesai), yang satu [mau
bisnis) pisang goreng,"

Jokowi Terkejut: Usai Gibran Jual
Martabak, Kaesang Kini Jualan
Pisang Goreng

ke P, i - e, o Db 5817 14 B

T Mamlonal o S— TE. Cape
okowi: Dikasih Sepeda, Minta Tentara

e DD

"Ini singkatan kok ya sulit. Singkatan itu paling panjang tiga huruf aja
gitu lho. Kok, ya senang singkatan panjang-panjang,”

e - rons R
Kementari KBPU, Jokowi: Singkatan Kok Sulit
Banget

Q..

At

"Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanya-tanyakan lagi,
payung hukumnya sudah jelas,”

Lagi, Jokowi Tegaskan Akan Gebuk PKI

. @O

| "Maaf Pak Rektor. Tapi mahasiswa (lulusan) IPB banyak yang kerja di Bank, ]

Jokowi Sindir Lulusan IPB Banyak Kerja di Bank, Jadi Petani
Siapa?

"Sepanjang saya berinteraksi dengan masyarakat, baru kali ini ada
yang enggak mau (dikasih sepeda). Mau minta apa, tetapi belum
tentu saya berikan,”

[ribikaan Fe

Presiden Jokowi Kaget, Pria ini
Menolak Hadiah Sepeda Darinya.
Alasannya Sudah Punya 2 Sepeda




"1,2,3,4,5,6, dalam Jambangan. Kalau tuan dapat teman baru Lavan, “Dulu nggak ada yang mau ngurus, melirik saja tidak, begitu kita bilang kedaulatan

terman yang lama dilupakan jangan,” pangan, begitu kita bilang berdiri di atas kaki sendiri, baru crang berboadong-bandong
bikin tandingan,’
Pantun Sindiran Prabowo untuk PAN
Tl . . Qim
Prabowae Sindir Munculnya HKTI
Tandingan

Lt Warimean B i,
[eEEr——

"Eaya baru saja mengumumkan, pancak silat internasional meminta
Presiden Al loko Widodo untuk menerima keluarga pencak silat dunia
sebagai The Gireat Warrior of Pencak Silat"

Saat Prabowo Sindir Fadli Zon
Langkahnya Semakin Berat

sz oco®=: joseet wetzemet Tne Grest

Winrrlor of Pencak Silar

[ L] fm i

“Jad| Jangan maln-main dengan kekuasaan. Jangan karana

“Wel pemilix media, rakyat Indonesia tidak bisa dizohongl.”
pErmin ¥ i mantang-mentang barkuasa, hukum diparmainkan,”

i 2E . s sindiran Prabowo: Maaf kita bukan
Prabowo: Hei Pemilik Media, Rakyat penguasa, tidak punya TV dan koran

esia Tidak Bisa Dibohongi z o o @ 13.2k

*Hita sudah cari yang paling terbaik, kali ini bener deh. Gue minta maaf deh *Jangan marah-marah negara kita butuh kesejukan sekarang, ini dikit-dikit
ernah ngakuin yang dulu itu. Maafin deh yaih, jangan list ke belakang” rmiarah peles jelekin, maki-rmaki. §alau kita cari kesslahan semua salah pasti,

Disindir Prabowo, Ahok sebut ‘itu capres
gue cagub, beda kelas bos’

o~ Ui X v Lo s

|

'S

“Kalau kallan semyum, a5, Senyum benar-benas dar hatl

Ite il Jakarta Itu, minta maaf geh, sudan parah, Saya kapok dengan
mereka inl,"

Jacl elite Hu pintar, pintarmya bukan maln, Kadang gelarmya banyak sekall tapl
tilak tahi dar mana galar "

Homn ¢ Hews ¢ Roegh

Prabowo: Saya Kapok dengan Elite di Jakarta

- Prabewe, Oposisl Integratif, Dan
Demokras| Kita

i

“pandekar tak takut barjalan sandin,”

ekarany (Fadli Zon) wakil ketwa DPA R, dari segi prot
aku alah

Prabowo ngaku sulit kendalikan Fadli Zon
untuk tak buat kontroversi
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